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Artinya : “Berusahalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan 
hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhiratmu 
seolah-olah kamu akan mati besok pagi” (Hadist riwayat 
Bukhori dan Muslim) 
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Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (keni’matan) dunia 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 
berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”    
(Q.S. Al-Qashash :77) 
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Nanik Kusmiati,  Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam 
Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Kabupaten Pati. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2012. 
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mendeskripsikan      
peran   DPRD   Kabupaten Pati dalam   pendidikan dasar dan  tata  kelola di 
bidang perencanaan dan pengelolaannya. (2) Mendeskripsikan karakteristik peran 
DPRD dalam kebijakan pembiayaan Pendidikan  Dasar di Kabupaten Pati. 
.       Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
Etnografi karena merupakan jenis pendekatan yang tepat untuk menganalisis 
fenomena sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan 
narasumber, baik informan kunci maupun informan pelengkap, Observasi selama 
kegiatan penelitian dan dokumentasi, profil DPRD dan foto. Analisa data 
dilakukan dengan Model Analisis Interaktif, meliputi reduksi data, sajian data dan 
penarikan kesimpulan yang dilakukan berulang-ulang hingga data dianggap telah 
lengkap. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber (membandingkan data 
dari narasumber yang berbeda) dan triangulasi metode (membandingkan data 
dengan metode yang berbeda)                                                                                               
Berdasarkan hasil  penelitian  dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai 
berikut: 1) Karakteristik peran DPRD dalam kebijakan tata kelola pendidikan 
dasar di Kabupaten Pati mencakup peran dalam fungsi perencanaan, 
pengimplementasian dan pengawasan. Peran DPRD dalam perencanaan meliputi  
fungsi perwakilan, budgeting, legislasi dan fungsi pengawasan yang 
direferentasikan penyusunan RPJMD. Peran DPRD dalam mengimplementasikan 
kebijakan tata kelola pendidikan dasar diwujudkan melalui fungsi DPRD sebagai 
fungsi sebagai regulator, policy making, dan budgeting, representasikan tuntutan 
rakyat, advokasi anggregasi, administrative oversight, legislasi, anggaran dan 
pengawasan. (2) Karakteristik peran DPRD dalam kebijakan pembiayaan 
Pendidikan Dasar di  Kabupaten Pati meliputi peran DPRD dalam fungsi legislasi, 
fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Peran DPRD yang berkaitan dengan 
fungsi legislasi diimplementasikan dalam bentuk membuat Perda, menetapkan 
APBD,  melaksanakan pengawasan pelaksanaan Perda dan APBD. Peran DPRD 
berkaitan dengan fungsi budgeting diimplementasikan dalam bentuk  menyusun, 
merencanakan, menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi 
APBD. Peran DPRD berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pembiayaan 
Pendidikan dilaksanakan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta 
evaluasi. Peran DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan dilaksanakan sesuai 
dengan tugas dan kewenangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
termasuk terhadap pelayanan publik seperti kebijakan pembiayaan pendidikan 
agar efektif dan efisien. Saran disampaikan kepada DPRD Pati, Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati, dan sekolah hendaknya meningkatkan komitmen, kinerja dan  
perannya dalam mengelola kebijakan tata kelola pendidikan dan pembiayaan 
dengan harapan dapat meningkatkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Pati.  
 





Nanik Kusmiati, Q. 100090267. The Role of House Representatives 
(DPRD) in Primary Education Policy Implementation in Pati Regency. Graduate 
School. Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2012. 
The purposes of this research is to: (1) describe the characteristics the role 
of parliament in policy governance of basic education in the District of Pati. (2) 
Describe the characteristics of the role of parliament in financial policy in the 
District Primary Education Pati.  
This is a qualitative research with Ethnography design, because this design 
is precise to analyze social phenomena. Method of collecting data has been done 
by interview with informants, including key informant and other ones, observation 
during activities, and documentation parliament profiles and photos. Data 
analyzing has been done by analyzes interactive model, consist of data reduction, 
data display and verification for several times until data completed. Validity for 
this data is tested by data triangulation (by comparing data from different sources) 
and methods triangulation (by comparing data from different methods). 
The result of this research such as are: (1) Characteristics of the role of 
parliament in the governance of basic education policy in Pati District includes 
roles in the planning, implementation and supervision. Role of Parliament in the 
planning include a representative function, budgeting, legislative and oversight 
functions direferentasikan RPJMD preparation. Role of Parliament in 
implementing policy governance of basic education is realized through a 
functioning parliament as a function as a regulator, policy making, and budgeting, 
represent the demands of the people, advocacy anggregasi, administrative 
oversight, legislation, budgeting and supervision. (2) Characteristics of the role of 
parliament in financing policy in Pati District Primary Education covers the role 
of Parliament in the legislative function, the function of budgeting, and 
monitoring functions. The role of Parliament relating to the legislative function is 
implemented in the form of the decision, set budgets, to supervise the 
implementation of legislation and budget. The role of Parliament relating to the 
budgeting functionality is implemented in the form of preparing, planning, 
approve or reject the proposed budget and set a budget. The role of Parliament 
relating to the implementation of education financing policies implemented from 
the planning, execution and reporting, and evaluation. The role of Parliament 
relating to the monitoring function is implemented in accordance with the duties 
and authority of governance in areas including public services such as education 
funding policy to be effective and efficient. Advice submitted to Parliament Pati 
Pati District Education Office, and schools should promote commitment, 
performance and its role in managing the governance of education policy and 
financing in the hope of improving the progress of education in the District of 
Pati. 
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